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ABSTRACT
This study examines the analysis of regional financial ratios as an assessment of regional
financial performance at BPKAD Lamongan Regency. The purpose of this study is to
determine the ratio of regional financial performance of Lamongan Regency in the fiscal
year 2017 to 2021, this research uses a qualitative descriptive method with direct
observation in Lampangan and data collection that already exists in the realization of the
Lamongan Regency Government Budget. The results of this study determine the
effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, independence ratio, and regional

financial growth ratio in Lamongan district.

Keywords: Assessment, Regional Financial Ratio, APBD Realization
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ABSTRAK
Penelitian ini meneliti tentang analisis rasio keuangan daerah sebagai penilaian
kinerja keuanagan daerah pada BPKAD kabupaten lamongan. Tujuan penelitian
kali ini unuk mengetahui rasio kinerja keuangan daerah kabupaten lamongan pada
tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kulaitatif dengan observasi secara langsung di lampangan dan
pengumpulan data yang sudah ada dalam realisasi APBD pemerintahan kabupaten
lamongan. Hasil penelitian ini mengetahui rasio efektivitas rasio efesien rasio
aktivitsa rasio kemandirian dan rasio pertumbuan keuangan daerah yang ada di

kabupaten lamongan.

Kata kunci: Penilaian, Rasio Keuangan Daerah, Realisai APBD
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dimulainya era baru dalam penerapan pengelolaan keuangan
daerah, Indonesia berada di garis terdepan dalam tren pematangan pengelolaan
keuangan negara ini. Potensi suatu daerah untuk kegiatan dan pertumbuhan
sebagian besar bergantung pada kualitas manajemen keuangannya, yang pada
gilirannya memiliki efek mendalam ' pada hasil untuk daerah secara
keseluruhan. Kekayaan daerah dan keutuhannya dapat dilindungi dengan
pengelolaan keuangan yang kompeten.

Rencana dan kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk daerah
berpenghasilan tinggi harus memprioritaskan industri yang sudah mapan dan
cocok di daerah tersebut, serta faktor fisik dan keuangan serta infrastruktur
yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi lokal. Pemantauan dan
evaluasi hasil pembangunan secara terus menerus berdasarkan data yang dapat
dipercaya juga sangat penting. Tumbuh atau tidaknya perekonomian suatu
daerah tergantung pada peran yang dimainkan oleh pemerintah daerahnya
dalam mengelola keuangannya. Seberapa baik pemerintah daerah
membelanjakan dan menghemat uangnya merupakan indikator seberapa baik
fungsinya, seperti yang dikemukakan oleh Sari & Mustanda (2016) (Rahmat et

al., 2020)



Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 22 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1
yaitu Semua tugas ini bersama banyak tugas lainnya secara bersama-sama
disebut sebagai "Pengelolaan Keuangan Daerah,” yang mencakup setiap
aspek pengelolaan uang daerah.

Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yakni.

1) Pengelola keuangan daerah;

2) Pembinaan dan pengawasan.

3) Penyusunan rancangan aphd;

4) Pelaksanaan dan penatausahaan;

5) Apbd;

6) Laporan realisasi semester pertama apbd dan perubahan apbd;
7) Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd,;
8) Badan layanan umum daerah;

9) Informasi keuangan daerah; dan

10) Penetapan apbd,;

11) Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

12) Kekayaan daerah dan utang daerah;

13) Penyelesaian kerugian keuangan daerah;

Besaran PAD diharapkan menjadi salah satu faktor terbesar yang
memungkinkan negara melaksanakan otonomi daerah karena rendahnya
ketergantungan pada pemerintah pusat dan kemampuan keuangan daerah

untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.Masu. Banyak upaya



dilakukan untuk mengumpulkan dana untuk operasional pemerintah daerah.
(Saragih & Siregar, 2020)

Agar individu dapat mengevaluasi apakah pemerintah daerah mereka
telah memenuhi komitmen mereka untuk melayani mereka, pemerintah
tersebut harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
yang merinci pengeluaran dan penerimaan mereka untuk tahun anggaran
sebelumnya. Menurut Mahmudi (2016:2), kinerja keuangan perusahaan dapat
divalidasi secara independen dengan memeriksa laporan keuangannya
(Ramadhan, 2017)

Tujuan utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk
menyebarkan informasi keuangan guna memberikan masukan bagi
pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Namun masih banyak
masyarakat yang tidak membaca neraca. Hal ini diharapkan karena tidak
semua pemangku kepentingan mempunyai terminologi akuntansi yang sama.
Analisis laporan keuangan penting karena memberikan informasi keuangan
yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Salah satu metode yang
paling sering digunakan untuk menafsirkan faporan keuangan perusahaan
adalah analisis rasio keuangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan menetapkan struktur dan tata kerja Perangkat Daerah,
BPKAD. BPKAD bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah
dalam rangka penatausahaan dana dan kekayaan daerah, sebagaimana

tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014.



Untuk  menentukan apakah pemerintah  daerah  dimintai
pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerahnya atau tidak, ukuran
kinerja harus dihitung dan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan
memeriksa laporan keuangan tahunan pemerintah daerah. Selain itu, dengan
meninjau data fiskal masa lalu, pemerintah daerah dapat meningkatkan
operasionalnya dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup penduduk di
tahun mendatang.

Salah satu alat yang digunakan pemerintah daerah untuk menilai
efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah analisis rasio laporan
keuangan BPKAD yang digunakan sebagai wahana pertanggungjawaban
kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan memperoleh PAD
yang berasal dari pajak daerah, pendapatan daerah, pengelolaan barang milik
daerah dan pendapatan lainnya yaitu sebesar 429.200.063.876,82 pada tahun
2017, 241.118.418.614,99 pada tahun 2018, 472.002.823.163,86 pada tahun

2019, dan 4 pada tahun 2020. 81.759.328.988,51, dan 604.587.635.067,78.

Tabel 1. 1 Selisish Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017-2021

Keterangn 2017 2018 2019 2020 2021
Pendapatan

Daerah Total 2,716,042,671,044.82 | 1,665,458,244,482.99 | 2,864,496,711,416.86 | 2,838,278,209,317.51 | 2,975,019,936,520.51
Pendapatan

Daerah

Belanja Daerah
Total Belanja
Daerah

2,729,589,182,635.60 | 1,372,912,129,776.00 | 2,875,512,218,177.60 | 2,823,137,926,114.77 | 2,871,007,882,801.56

Selisih

(13,546,511,590.78) 292,546,114,706.99 (11,015,506,760.74) 15,140,283,202.74 104,012,053,718.95

Berdasarkan Tabel di atas, anggaran pendapatan Kabupaten

Lamongan yang terealisasi pada Tahun 2017 sebesar 2,716,042,671,044.82




dan belanja daerahnya sebesar 2,729,589,182,635.60 mengalami defisit.
Untuk Tahun 2018 pendapatan mengalami penurunan menjadi
1,665,458,244,482.99 dan belanja ~ juga  menurun menjadi
1,372,912,129,776.00 pada tahun 2019 ada kenaikan lagi sebesar
2,864,496,711,416.86 untuk belanja daerahnya sebesar 2,875,512,218,177.60
Untuk tahun 2020, pendapatannya sebesar 2,838,278,209,317.51 dan belanja
daerahnya sebesar 2,823,137,926,114.77 mengalami surplus, pendapatan
tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 2,975,019,936,520.51 dan belanja
daerah sebesar 2,871,007,882,801.56

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu perangkat dan
pengaturan tersebut, karena menetapkan sistem dan standar untuk
administrasi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah selama tahun
anggaran tertentu. Untuk memastikan sarana keuangan yang dapat digunakan
untuk melaksanakan operasi operasional pemerintah, laporan keuangan
disajikan. Evaluasi kesehatan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Lamongan
memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap efisiensi dan keberhasilan
pelaksanaan program, serta verifikasi bahwa laporan keuangan disajikan
sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku. Berdasrkan hal tersebut
peneliti mengambil judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai

Penilaian Kinerja Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Lamongan”

1.2 Tujuan magang



Sebagaiman dengan terlaksanakan program praktek kerja magang
MBKM vyang dilaksanakan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan
Agung ini diharapkan adanya manfaat timbal balik semua pihak yang terkait
dalam pelaksanaan praktek kerja magang MBKM ini.

Tujuan dari program Magang adalah untuk membekali mahasiswa
dengan hard skill (keterampilan, pemecahan masalah yang kompleks,
kemampuan analisis, dll.) dan soft skill (etika kerja, komunikasi, kolaborasi,
dil.) yang diperoleh melalui aplikasi dunia nyata untuk meningkatkan
kemampuan mereka. kompetensi keseluruhan, membuat mereka lebih dapat
dipasarkan kepada pemberi kerja atau mampu mengembangkan jalur karier

baru. Detailnya untuk tujuan magang

1.3 Sistematika Laporan
Dalam penulisan laporan ini, penulis sistem penulisan yang terdiri dari

tujuh bab yang setiap bab nya terdiri dari sub-sub bab sistematika:
BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan konteks untuk latar belakang masalah, tujuannya, dan

menjabarkan sistematika laporan.
BAB Il PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Di bagian ini, berisi tentang latar belakang organisasi, pendekatan yang diambil

peneliti untuk berbagai masalah, dan tugas terkait magang lainnya.

BAB Il IDENTIFIKASI MASALAH



Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh BPKAD di Kabupaten Lamongan
diuraikan pada bagian ini, bersama dengan pilihan masalah yang paling

mendesak untuk diselesaikan.

BAB IV KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan bacaan tambahan tentang praktik terbaik untuk

penyelesaian masalah.

BAB V METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Metode pengumpulan dan analisis data dirinci dalam bab ini.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberikan uraian masalah  dan —analisisnya berdasarkan
metodologi yang digunakan di bagian sebelumnya.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan beberapa temuan akhir dan
memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis, termasuk bagaimana
organisasi dapat melakukan yang lebih baik dan apa yang harus diubah dalam
strategi penelitian.

BAB VIII REFLEKSI DIRI

Apa yang dipelajari peneliti di perguruan tinggi, keuntungan magang dalam
pengembangan soft skill, keuntungan magang dalam pengembangan
kemampuan kognitif, identifikasi kunci kesuksesan profesional, dan

pengembangan rencana peningkatan pribadi semuanya dirinci di sini bab.
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PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

BPKAD merupakan salah satu alat dalam melaksanakan tugasnya,
bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Direktur Daerah. Menurut
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 “Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan”, BPKAD menyelenggarakan beberapa

fungsi penting. Alamatnya JI. K.H.Ahmad Dahlan 01 Ramongan.

Kabupaten Lamongan sebagal salah satu komponen otonomi daerah
mempunyai tugas untuk melaksanakan kedudukan, tugas pokok, dan kegiatan
BPKAD yakni “Melaksanakan aspek Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Kekayaan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas

pembantuan.”.

VISI

“Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset/barang

daerah”

MISI

BPKAD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan:



Meningkatkan  pelayanan  keuangan daerah, manajemen dan
sistem/prosedur pengelolaan keuangan daerah serta pemberdayaan
asset/barang daerah:
Meningkatkan sarana dan prasarana barang daerah;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aperatur dibidang keuangan
dan asset/barang daerah, ,
Struktur Organisasi
Berdasarkan Perda Nomor 42 Daerah Lamongan Th 2014, berikut ini adalah
badan-badan yang membentuk BPKAD Kabupaten Lamongan:
1. Kepala Badan
a. SubBagian Umum dan Kepegawaiaan
b. SubBagian program
c. SubBagian Keuangan
2. Bidang Anggaran
a. SubBid Anggaran Belanja
b. SubBid Anggran Pendapatan dan Pembiayaan

c. Sub Bagian Anggaran Monitoring dan Evaluasi Belanja

3. Bidang Perbendaraan
a. SubBag Pengelolaan Kas
b. SubBag Pelayanan Perbendaraan
c. SubBag administrasi Perbendaraan

4. Bidang Akuntansi



a. SubBag Fasilitasi dan Pembinaan

b. SubBid Verivikasi

c. SubBid Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Aset

a. Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan
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b. Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Aset

6. Unit Pelaksana Teknis _

7. Kelompok Pejatgaxf'
-

N ) el ”»d.&lalaq“'w

SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN
PENATAUSAHAAN

SUB BIDANG
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN

SUB BIDANG
PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAH TANGANAN

Activate Window

Gambar 1 Struktur Organisasi

Adapun dengan tugas dan fungsi pejabat yang ada di BPKAD Kabupaten

Lamongan sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai fungsi;
a. Pembuatan pedoman teknis Badan.

b. Membuat rencana untuk masa depan Agensi.
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c. Pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan
kekayaan daerah merupakan contoh pelayanan publik dan pelayanan urusan
pemerintahan.

d. Promosi, koordinasi, manajemen, dan pengawasan proyek dan operasi Badan.

e. Proses peninjauan Agensi sedang dilaksanakan.

f. Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh
manajemen.

Tanggung jawab kepala Badan meliputi hal-hal berikut:

a. Kembangkan, awasi, dan terapkan strategi jangka panjang untuk program
kerja Badan yang memajukan tujuan dan sasaran menyeluruh kawasan.

b. Dalam peran ini, akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan
pengembangan dan pelaksanaan program Kerja Agensi sesuai dengan bidang
tanggung jawab yang ditugaskan kepada Anda.

c. Mengendalikan dan mengawasi - pelaksanaan Dokumen APBD serta
mengkoordinasikan penyusunan RAPBD, rancangan perubahan APBD, dan
sisa perhitungan APBD.

d. Tanggung jawab untuk mengawasi, merencanakan, dan melaksanakan
kebijakan operasional yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan
keuangan, dan kekayaan daerah.

e. Memfasilitasi keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran
dengan mengkoordinasikan pembuatan laporan keuangan daerah.

2. Ada peran untuk Sekretariat.:
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Perencanaan tenaga kerja, penganggaran, pelaporan, dan manajemen rumah
hanyalah beberapa area di mana kebijakan teknis perlu dirumuskan.
Reformasi administrasi sedang dilaksanakan.

Pemberian arahan, koordinasi, dan kontrol atas operasi dan program divisi.
Menyiapkan sistem untuk melacak dan menilai kemajuan dalam program.

Melakukan pekerjaan dan fungsi lain yang ditugaskan oleh atasannya,

Spesifik tentang peran sekretariat yakni:

a.

Pembuatan Kebijakan Umum, SDM, Keuangan, dan Perlengkapan,
Perencanaan, Koordinasi, Penggerak, dan Pengendalian.

Menggunakan rencana tahunan sebagai kerangka kerja untuk mencapai
tujuan.

Mengawasi dan mengatur pengiriman dukungan teknis dan administratif ke
semua departemen yang terkena dampak.

Kendalikan gambaran besar dengan mengawasi perekrutan dan manajemen
pekerja pendukung.

Mengawasi dan mengarahkan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan

dan pelaporan.

Anggota Sekretariat yakni:

1) Sub Bagian Umum bertanggung jawab atas berbagai hal:

a.

b.

C.

Buat rencana untuk berfungsi sebagai peta jalan untuk melaksanakan proyek
di domain umum dan personel.
Mengawasi dan menangani semua bisnis keluarga dan korespondensi.

Mengawasi dan melaksanakan semua tugas perpustakaan dan kearsipan.
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Merencanakan dan melaksanakan acara di seluruh agensi dan tugas

prosedural

2) Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab atas berbagai hal:

a.

Buat jadwal dan rencana operasi tahunan agensi untuk digunakan sebagai
referensi saat menyelesaikan pekerjaan.
Dapatkan dan atur data untuk digunakan dalam merumuskan strategi Agensi.

Memperoleh dan mengatur data untuk digunakan dalam menulis laporan.

. Perencanaan dan perencanaan program-program Badan di bawah arahan

seorang koordinator.

3) Sub Bagian Program bertanggung jawab atas berbagai hal:

a.

b.

C.

d.

Buat fase spesifik dari rencana kerja.

Perencanaan material dan alokasi uang di-dalam Badan sebagai kerangka
kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

Buat jadwal acara yang direncanakan.

Mempersiapkan dan melaksanakan penggajian.

3. Bidang Anggaran bertanggung jawab atas berbagai hal;

a.

b.

Penyusun peraturan teknis di bidang tertentu.
Menyiapkan acara dan inisiatif di lapangan.
Melatih, mengarahkan, dan memantau pekerjaan manajer bawahan dalam

domain yang ditugaskan kepada mereka.

. Menyiapkan sistem untuk melacak dan menilai kemajuan dalam program.

Melaksanakan arahan lebih lanjut dari atas sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab.
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Bidang anggaran bertanggung jawab atas berbagai hal:
a. Jadwal kegiatan dan acara sesuai dengan tugas yang ditugaskan.
b. Secara khusus, mereka harus melaksanakan operasionalisasi rencana kerja
sesuai dengan tanggung jawabnya.
c. Menetapkan pedoman prosedural untuk mengelola keuangan dan
mengoordinasikan pelaksanaannya.
d. Meneliti implementasi kebijakan APBD dan pembuatan APBD.
Anggota Bidang anggaran yakni:
1)  SubBid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
2)  SubBid Anggaran Belanja
4. Bidang Perbendaharaan bertanggung jawab atas berbagai hal:
a. Buat rencana untuk-diikuti untuk melaksanakan tanggung jawab dan peran
mereka.
b. Selesaikan dokumen agar kebijakan dapat dibuat untuk menjalankan tugas
perbendaharaan.
c. Mengelola perbendaharaan dan keuangan perusahaan.
d. Berkoordinasi dengan departemen terkait untuk memastikan kegiatan
dilakukan secara efisien.
Anggota Bidang Perbendaharaan yakni :
1) SubBid Pengelolaan Kas Daerah
2) SubBid Pelayanan dan Administrasi Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi Dan Asset bertanggung jawab atas berbagai hal:

a. Pengaturan Teknis di Lapangan
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b. Menempatkan rencana dan inisiatif ke dalam tindakan di lapangan.

c. Melatih, mengarahkan, dan mengawasi operasi sub-direktur juga
merupakan bagian dari uraian tugas.

d. Menyiapkan sistem untuk melacak dan menilai kemajuan dalam program.

e. Melaksanakan arahan lebih lanjut dari atas sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab.

Bidang akuntansi bertanggung jawab atas berbagai hal;

a. Buat rencana untuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan
tanggung jawab mereka.

b. Secara khusus, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan
operasionalisasi rencana kerja.

c. Dapatkan efek yang diinginkan melalui penerapan peraturan dan
pengawasan sektor keuangan.

d. Berkoordinasi dengan organisasi terkait untuk memastikan tugas

dilaksanakan secara efisien.

Anggota Bidang Akuntansi Dan Asset yakni :
1) Sub Bidang Akuntansi bertanggung jawab atas berbagai hal;
a. Membuat rencana kerja sebagai pedoman/pelaksanaan tugas sesuai tanggung
jawab dan peran masing-masing.
b. Selesaikan dokumen sehingga kebijakan pengelolaan kas dapat dirumuskan
dan dilaksanakan.

c. Bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem dan proses akuntansi kas
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daerah.
d. Dokumentasikan dan urutkan hal-hal sesuai dengan karakteristik masuk dan
keluarnya.
Bidang akuntansi bertanggung jawab atas berbagai hal,
a. Tugas dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif dengan bantuan
kegiatan dan program yang direncanakan dengan hati-hati.
b. Menindaklanjuti pelaksanaan rencana kerja sesuai tanggung jawab yang
diberikan.
c. Untuk mencapai keberhasilan, industri keuangan harus terus dikelola dan
diawasi secara efektif.
d. Tugas lebih mungkin diselesaikan dengan sukses bila dikoordinasikan dengan
entitas eksternal.
2) Sub Bidang Asset bertanggung jawab atas berbagai hal:
a. Pengaturan Teknis di Lapangan
b. Menempatkan rencana dan inisiatif ke dalam tindakan di lapangan.
c. Melatih, mengarahkan, dan mengawasi operasi sub-direktur juga merupakan
bagian dari uraian tugas.
d. Menyiapkan sistem untuk melacak dan menilai kemajuan dalam program.
e. Melaksanakan arahan lebih lanjut dari atas sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab.
Bidang aset bertanggung jawab atas berbagai hal:
a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab, rencanakan program

dan kegiatan yang sesuai.
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b. Secara khusus, mereka harus melaksanakan operasionalisasi rencana kerja
sesuai dengan tanggung jawab mereka.
c. Implementasi dan koordinasi kebijakan teknis manajer aset
d. Melacak semua wilayah properti berwujud dan tidak berwujud
e. Awasi hal-hal, lihat apa yang terjadi, dan beri tahu orang-orang bagaimana
hasilnya.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Alat kebijakan utama Pemerintah Daerah adalah APBD. APBD adalah alat
kebijakan yang membantu pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan
efisiensinya sendiri. Anggaran adalah alat manajemen dan kebijakan ekonomi yang
membantu menjaga agar setiap orang tetap jujur. Anggaran negara adalah alat
kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi dan memastikan bahwa semua warga negara berbagi hasil kerja negara
secara adil. Istilah "anggaran" diciptakan oleh Mahsun (2016: 145) untuk
menggambarkan perencanaan keuangan jangka panjang yang biasanya mencakup
satu tahun kalender dan dilambangkan secara moneter (Lestari & Shara, 2021)
Adapun tentang anggaran dan realisasi di BPKAD Kabupaten Lamongan

Tahun 2021:

Tabel 2. 1 Anggaran Dan Realisasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
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Kaode Urzian Anggaran M| Realisaz 202 | Yo
q PENDAPATAN DAERAH 2071747 645 504.00 | 2975019935 520,51 | 100,08
d.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAL) 477998 .31 L.040,00 Gl SET6I5.067,78 | 12648
4.1.1 | Pajak Dacrah 137595722 312,00 134 406 544 416,00 | 97,68
4.12 | Retrnbusi Daerah 16,669 687 50,00 14295271 274,00 | B576
4.1.3 | Ha=l Pengelolaan Eekayzan Daerzh vang Dipisshkam 20029, 17695800 1917622592305 | 9574
d.1.4 | Lainslzin PAD yang Sah 303703523 B70,00 d36.711.582. 454,73 | 143,80
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 23ZGA051T 358,00 | 2249492 054 740,00 | 96,57
421 | Pendapatan Transfer Pemenniah Prsai 2 OZETRA.0BL 396,00 | 2021 540 509 BET.00 | 9965
422 | Pendapatan Transfer Antar Dacrab IOLG0G. 135 %62 00 2370947 574 853,00 7583
4.3 LATN=LAIN FENDAPATARN DAER AF Y ANG SAH 165 4085 7. 106,00 1209402 16.712,73 13,12
4.3.]1 | Pendapatan Hibah F2.09d4 355, 106,00 14431221 275,00 | 27,26
4.32 | Dana Danarat 12 285 o0 000,00 6.320 516,437, 73 51,52

Lainslain Pendapatan Sesvan dengan Ketenan Perabaran
433 D01 794 TS0 00 1001 79479 000,00 | 100,00

Perundang.l Indangan

JUMLAT PENDAPATAN DAERAH 2073 T 645 50,00 | 2.975.0019936.520,5] | 100,08
5 BELANMIA DAERAH IOZIAHT2.O9Z 110,00 | Z.ETLE07 8RR 80056 | 94,08
5.1 BELANIA OPERAS] 2023563 THA515,00 | 1.91L33R698 BU2.07 | 9444
5.1.1 | Belanja Pegawai .6 297 0BG 133,00 QRO IR GT2. 747,00 | 9646
5.12 | Bedanja Barang dan Jasa 771 26,626 B09 00 TG TAROG9. TAR 07 | 90,54
5.1.5 | Belanja Hibah 217794 385.573,00 212397 406.497,00 | 97,52
5.146 | Belanja Bamtuan Soxial 12 145 66 T.000,00 11.911.549.900,00 (| 95,07
5.2 BELANIA MODAL 356,325,074 428,00 137.391.789.30579 | 9LBE
5.22 | Bdanja Modal Peralatan dan Mesn 122.507.087.1 15,00 117.81B225 580,72 | 96,33
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5.1.53 | Belamja Modal Gedung dan Banpuanan G5 EBTE.FEG.337.00 SR 42608680, 18 BE,T0
5.24 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Inigas: 151.337.491.956,00 135,958 909,722 &9 H9.B4
5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lasnmya 12.150.553.528,00 1Z.14%.605 228 00 99,04
5.26 | Belanja Aset Lainnya 4.657.5845.492,00 3 DF50D0 S, D0 65,25
5.3 BELANIA TIDAK TERDLIGA ) CH0, CROHCL DO, 000 19385935 437,00 Gl 2
5.3.1 | Belanja Tedak Terduga ) CHO), CRONCL D0 0000 19.385.935 437,00 il 2
5.4 BELANIA TRANSFER G612 983.250. 167,00 612891 459 166,70 99,04
54.1 | Belanja Bags Flasil 15961 799 527,00 159534 507 526, T 99,83
542 | Belanja Bantuan Eeouangan SSTAZ].951 680,00 506 056,951 6440, 00 99,04

JUMLAH BELANIA DA BRAE 30T GTI00E L RN | 257107852 801,56 o R

SURPLUE f {DEFISIT) R el I LR N T 1205371895 | (20E,34)

PEMBIAY AAN DAERATT 49 924 d-AanG, 0600 5 1075 At G, 49 102,31
B 1 PENERIMAAN FEMEBIAY A AN 52424 4406, 60600 53575446606, 49 102,20
f.1.1 | Sisa Lebih Pehitungan Anggaran Tabun Sebelummya 51424 a6 606,00 51424 446606, 49 100,00
£.1.5 | Penemmaan Kembali Pembenan Pingaman Daemb 1wy, R0 (00 I 151 000 CHe), D I15,10
6.2 PEMGELUARAN PEMBLAYA AN 2_50u), CHICY a(H0 0 IS0 CHCHD TR, DR 100,00
£6.2.2 | Penyertzan Modal Daemb 2 5ol CHMD = 00 IS0 CHCHD TR, DR 100,00

JUMLAH PEMBIAY AAN DAERAH 49924 446 606,00 5 1075 446606, 49 102,31

SIS5A LEBIH PEMBIAY A AN ANGORARAN TAMLIN

BERKENAAN (SILFA)

155.087.500.325 44
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Tabel 2. 2 Aktivitas kegiatan magang di BPKAD Kabupaten Lamongan Bulan
Februari-Juni 2022

Bulan Jenis kegiatan yang dilakukan

Menginput data simpanan wajib koprasi
BPKAD kabupaten lamongan di bulan
januari dan februari

Februari Membuat berita acara serah terima tanah
dan kendaraan.

Membuat format DPA di Excel

Melacak surat dalam buku agenda.

Melakukan pendistribusian surat

Memisakan struk BBM guna memuahkan
Maret pengimputan

Mengarsip dan mengedarkan surat deposisi

Check surat tugas berdasarkan tanggalnya

Menyesuaikan kegiatan yang ada di BPAD

Mencocokan kartu inventaris barang

Mengimput simpan pinjam koprasi
_ BPKAD kabupaten lamongan di bulan
April april

Membuat bukti transaksi

Membantu menyusun dokumen kegiatan

Membantu menyusun laporan realisasi

Membantu menyusun berkas-berkas
Mei pengeluaran kas

Mendistribusikan surat

Pendataan nomer pelat kendaraan dinas

Menyotir penyimpanan arsip yang tidak
sesuai berdasarkan tanggal
Juni

Mengarsip dan mengedarkan deposisi

Pengadaan dokumen
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Membuat bukti transaksi
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BAB Il

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 ldentifikasi masalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Lamongan
Permasalahan, sangatlah umum didalam sebuah organisasi, instansi,
maupun perusahaan akan tetapi sebuah permasalahan tersebut bisa dijadikan sebuah
evaluasi yang berguna untuk pembelajaran agar sebuah instansi beroprasi lebih baik
lagi kedepannya. BPKAD Kabupaten Lamongan, tempat pemagangan selesai.
Penulis menemukan beberapa permasalahan yang sanggat menarik untuk
didiskusikan. Permasalahan tersebut mucul dari berbagai aspek dan bidang,

diantaranya:

1. Sistem infomasi pemerintah daerah

(SIPD) adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk
mencatat, menatausahakan, dan mengelola data pembangunan daerah menjadi
informasi yang dapat dibagikan kepada publik dan digunakan sebagai landasan
pengambilan kebijakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pemerintahan. Pada dasarnya SIPD yang merupakan sistem yang digunakan
olah BPKAD Kabupaten Lamongan, bahkan digunakan oleh seluruh
pemerintah daerah lainnya di seluruh indonesia sudah memiliki fitur-fitur yang
memudahkan proses input dan output yang baik. Akan tetapi, pada saat proses

imput dilakukan urgensi permasalahan pun muncul.

22
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Dimana saat melaksanakan  kegiatan input transaksi,
mendokumentasikan dan megelola data, SIPD sering mengalami troublem.
Seperti di sebuah kegiatan, dimana saat kegiatan penginputan transakai dari
berbagi kegiatan sistem sering not-responding dan nge blank. Hal ini terjadi
dimana ketika sebuah sistem informasi ini jika di timpa sebuah data yang
harus diimput dengan kuantitas yang banyak dan dengan waktu bersamaan,
hal ini tidak bisa terelakan.

Hal ini membuat berkas-berkas yang akan di imputkan ke sistem
informasi pemerintahan daerah menumpuk, dan jika terus berkelanjutan
seperti itu akan berdapak ke kualitas Laporan Keuangan. Dimana salah satu
faktor kualitas Laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Lamongan ialah
ketepatan pelaporan Laporan Keuanagan.

Seperti hal ini, mau tidak mau pejabat yang bertugas harus
merelakan waktu istirahatnya untuk mengimput berkas-berkas laporan
tersebut. Jika tidak melakukan itu ketepatan waktu pelaporan Laporan
Keuanagan akan tertunda sehingga kualitas laporan keuangan BPKAD
Kabupaten Lamongan menjadi rendah.

Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kompetensi SDM organisasi merupakan faktor utama
dalam kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu
tanggung jawab utama SDM di instansi pemerintah adalah memastikan
bahwa instansi tersebut hanya menerima layanan dengan kualitas terbaik,

sehingga instansi pemerintah mempertahankan reputasinya yang sempurna
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untuk keunggulan dan transparansi. Oleh karena itu, sangat penting bahwa
para pemimpin dan pegawai pemerintah memiliki keahlian SDM di semua
tingkat manajemen. Urgensi permasalahan SDM yang ada di BPKAD
Kabupaten Lamongan belum mengarah pada peningkatan Kkinerja
kepegaawaiaan yang disebabkan oleh pindah tugasnya pegawai, pegawai
tersebut yang sebulumnya adalah staf tenaga kontrak di BPKAD Kabupaten
Lamongan tetapi dia melakuak tes dan keterima menjadi CPNS di
kabupaten semarang Jawa Tengah, pegawai tersebut memiliki pendidikan
D3 akuntansi namu memiliki skill yang tidak semua pegawai bisa
ditugaskan di bagian tersebut yaitu di bagian pengurus barang di kantor
BPKAD Kabupaten Lamongan. Pada dasranya posisi tersebut sanggatlah
dibutukan dalam pelaporan barang. Oleh karena itu, merupakan tanggung
jawab Bagian SDM BPKAD Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan
standar profesionalisme dan kompetensi seluruh pegawai dan pegawai
lainnya agar peran mereka dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Ini
termasuk melakukan upaya untuk melatih pekerja agar menjadi lebih mahir
dalam pekerjaan mereka sehingga karyawan baru dapat menghindari

keharusan mempelajari prosedur yang membosankan.

Keuangan
Berdasrkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan
bisa dikatakan mengalami naik turun, struktur APBD di Kabupaten

Lamongan masih sangat bergantung pada subsidi atau bantuan dari
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pemerintah pusat. Dalam menjalankan kegiatan menyusun anggaran yang
dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Lamongan belum melaksanakan
perhitungan rasio tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada tabel di
atas. Peneliti penasaran bagaimana Kkinerja keuangan diukur dengan
menggunakan rasio keuangan di wilayah yang dicakup oleh BPKAD
Kabupaten Lamongan untuk mengetahui apa yang terjadi pada kinerja

keuangan Kabupaten Lamongan yang menyebabkan perubahan tersebut.
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BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Laporan Keuangan
4.1.1 Laporan Keuangan
Menurut Mahmudi (2016) pada (Tanan & Duri, 2018) “Laporan keuangan
memberikan fungsi penting dengan memberikan akses kepada pemangku
kepentingan ke data moneter penting yang dapat digunakan dalam berbagai
konteks pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Laporan keuangan
yang tersedia untuk publik merupakan sumber yang berharga untuk
mengukur dan menilai Kinerja keuangan. Laporan keuangan yang tersedia
untuk umum (laporan keuangan tujuan umum) tidak disesuaikan dengan
tuntutan audiens tertentu. Dengan demikian, lebih banyak analisis dari
laporan keuangan ini diperlukan untuk membuatnya bermakna dan berguna
untuk pengambilan keputusan dan penilaian dan evaluasi kinerja. Laporan

keuangan menyediakan data untuk berbagai jenis analisis.”.

4.1.2 Kinerja Keuangan
Menurut Sianturi (2020), kinerja keuangan perusahaan merupakan
penjelasan status keuangan perusahaan dengan menggunakan metodologi
analisis keuangan, dengan perhatian khusus pada bagaimana keuangan
perusahaan berubah dari waktu ke waktu, khususnya, merepresentasikan
keberhasilannya selama jangka waktu tertentu. Rhamadana & Triyonowati

(2016) Kinerja keuangan sebagian besar tergantung pada kualitas manajemen
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yang dipakai agar tercapainya tujuan suatu bisnis. Maka dari itu, untuk
mengukur Kinerja keuangan perlu dilakukam analisis terhadap laporan
keuangan. (Amelya et al., 2021).

Sutrisno (2011: 176-178) berikut adalah beberapa variabel yang berperan
dalam produktivitas:

1. Kemanjuran dan produktivitas Meskipun diberi label tidak efektif, suatu
tindakan dapat dianggap berhasil jika mengarah pada realisasi hasil yang
diinginkan, bahkan jika hasil tersebut bukan motivasi utama untuk
melakukan tindakan tersebut. Sebaliknya, jika hasilnya tidak penting atau
tidak penting, maka tindakan tersebut efisien.

2. Dalam organisasi formal, otoritas mengacu pada kepemilikan hak untuk
berkomunikasi atau mengeluarkan perintah kepada anggota organisasi
lainnya sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan
tingkat tanggung jawab penerima dan nilai kontribusi mereka.

3. Disiplin mengacu pada upaya karyawan untuk menegakkan ketentuan
kontrak kerja mereka dengan majikan mereka.

4. Inisiatif, dalam konteks ini, berarti kekuatan dibalik gerak maju yang
mencoba mempengaruhi output.

Ada 3 tujuan yang dapat dicapai melalui pengukuran kinerja sektor
publik. Untuk memulai, tujuan mengukur kinerja di sektor publik adalah
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah dapat
lebih berkonsentrasi pada tujuan unit kerja individu dengan bantuan ukuran

kinerja. Pelayanan yang diberikan oleh entitas pemerintah kepada masyarakat
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menjadi lebih efisien dan efektif. Kedua, keputusan dan investasi di sektor
publik diinformasikan oleh metrik kinerja. Ketiga, pengukuran kinerja di
sektor publik bertujuan untuk meningkatkan komunikasi kelembagaan dan

mewujudkan akuntabilitas publik (Tanan & Duri, 2018).

4.1.3 Tujuan Kinerja Keuangan Daerah
Sinambela, Saragih, dan Sari (2018) menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin
dicapai dengan pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah
daerah. Untuk membagi sumber daya dan menyelesaikan masalah, untuk

meningkatkan dialog kelembagaan dan akuntabilitas publik.

4.1.4 Manfaat Kinerja Keuangan Daerah
Dewi (2018) menyebutkan 5 keuntungan mengukur efektivitas instansi
pemerintah dengan menggunakan pengukuran Kinerja.
1) Pengukuran kinerja meningkatkan mutu.

Ketika hasil dikuantifikasi, kita dapat membuat keputusan
yang lebih tepat. Keputusan pemerintah seringkali dibatasi oleh
informasi yang tersedia, faktor politik yang bersaing, dan tekanan
dari kepentingan khusus. Pemerintah akan dapat menentukan
misinya dan menetapkan tujuannya untuk mendapatkan hasil
tertentu melalui proses menghasilkan ukuran kinerja tersebut. Untuk
mengevaluasi kemanjuran inisiatif yang sudah ada, berbagai alat
pengukur kinerja tersedia untuk digunakan. Sebaliknya, pengukuran

kinerja memungkinkan badan legislatif untuk mempertimbangkan
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proposal program baru, mengevaluasi efisiensi pelaksanaan
program yang sudah ada, dan memperhatikan hasil yang benar-benar
dicapai.

Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Ketika hasil diukur dengan cara ini, semua orang di
pemerintahan, dari birokrat terendah hingga pejabat tertinggi, akan
dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu, lini teratas akan
bertanggung jawab kepada badan pembuat undang-undang.
Manajemen berdasarkan tujuan adalah contoh yang baik dari metode
penilaian standar yang dapat digunakan dalam konteks ini untuk
mengevaluasi hasil.

Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman,
sangatlah penting untuk keberhasilan sistem penilaian kinerja yang
kompeten bahwa evaluasi kinerja pemerintah dipublikasikan. Ada
kecenderungan yang berkembang ke arah partisipasi warga dalam
pembuatan kebijakan, dan penekanan yang lebih besar ditempatkan
pada hasil program.

Pengukuran kinerja mendukung perencanaan stategi dan penetapan
tujuan

Perencanaan dan tujuan strategis akan sia-sia jika tidak ada

cara untuk melacak seberapa baik implementasinya. Tidak akan ada
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evaluasi objektif tentang kemanjuran program tanpa adanya metrik
tersebut.
5) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas.
Cari tahu cara memaksimalkan sumber daya. Orang menjadi
lebih kritis tentang bagaimana pemerintah membelanjakan uang

mereka untuk isu-isu yang mereka pedulikan.

4.1.5 Rasio Keuangan

Rasio keuangan. menurut Hanadie adalah penjumlahan yang
menggambarkan  Kketerkaitan antara satu pos dengan pos lainnya dalam
laporan keuangan; rasio ini mengungkapkan hubungan antara komponen
laporan menggunakan bentuk matematika langsung (Riana & Diyani, 2016).
Irham Fahmi- (2012) pada (Aringga. et al., 2017) juga menjelaskan
bahwasannya “Istilah rasio digunakan untuk menggambarkan perbandingan
antara dua nilai numerik; khususnya, perbandingan antara dua jumlah dengan
tujuan akhir untuk menentukan jawaban yang dapat digunakan dalam latihan
analitis dan deliberatif lebih lanjut”.

Berdasarakan teori diatas, rasio keuangan yakni hubungan antara suatu
unsur dengan unsur yang lain di dalam sebuah laporan keuangan yang
bertujuan untuk membandingkan suatu jumlah dengan jumlah lainya.

Rasio keuangan berikut digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah:

1) Rasio Efektivitas
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Menurut Faud (2016: 140), rasio efektivitas mengukur
sejauh mana suatu yurisdiksi memenuhi tujuan keuangannya

mengingat potensi sebenarnya untuk melakukannya.

Rasio Efisiensi

Membutuhkan lebih sedikit sumber daya dari perusahaan
adalah salah satu cara untuk mendefinisikan efisiensi. Akibatnya,
kita dapat menyatakannya sebagai rasio hasil terhadap sebab.
Menurut Faud (2016:140), efisiensi dapat ditentukan dengan cara
membandingkan jumlah kerja yang dilakukan untuk memperoleh
pendapatan -dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Menilai
efektivitas inisiatif pengumpulan pajak, pemerintah daerah biasanya
menghitung total biaya realisasi semua pendapatan. Menjadi efisien
adalah berada dalam keadaan di mana upaya seseorang untuk
menyelesaikan tugas dimaksimalkan dan tugas diselesaikan secara
akurat dan efektif.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Faud (2016:138), rasio kemandirian mencirikan
seberapa besar ketergantungan suatu daerah pada dana dari tempat
lain. Ketika rasio kemandirian di suatu daerah tinggi, itu berarti
kurang bergantung pada pemerintah federal dan negara bagian untuk

dukungan keuangan, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga
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mencirikan sejauh mana sebuah kota memberikan kontribusi untuk
pembangunan daerah; ada yang berkontribusi dalam pembangunan
daerah dengan membayar pajak dan retribusi secara adil jika rasio

kemandirian tinggi.

4) Rasio Aktivitas

Alokasi anggaran baik untuk biaya operasi normal maupun
peningkatan modal dapat memberikan perkiraan kasar tentang apa
yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Hanik & Karyanti, 2014).
Persentase ini mewakili kepentingan relatif yang ditempatkan
pemerintah daerah dalam membelanjakan uang untuk operasi
sehari-hari dan investasi jangka panjang. Ketika lebih banyak uang
dihabiskan untuk pemeliharaan dan biaya berulang lainnya, lebih
sedikit yang tersedia untuk investasi jangka panjang dalam

ekonomi masyarakat melalui pengeluaran pembangunan.

5) Rasio Pertumbuhan

Kemampuan Pemerintah Daerah untuk mempertahankan
dan mengembangkan keberhasilannya dari waktu ke waktu diukur
dengan rasio ini (Susanto, 2019), mencari tahu peluang mana yang
layak dikejar dapat dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan
masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran secara

terpisah.



BAB V

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian bersifat
deskriptif dan menggunakan metode analisis. Proses dalam metode ini lebih fokus
dalam penelitian kualitatif yaitu sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan kata lain,
peneliti dalam penelitian ini tidak mengumpulkan sendiri data langsung dari
lapangan; sebaliknya, mereka mengandalkan data sekunder, atau data yang telah
dikumpulkan. Menganalisis informasi yang sudah ada, bukan mengumpulkan
informasi baru melalui metode seperti wawancara, survei, dan metode lainnya,

dikenal sebagai analisis data sekunder.

5.2 Subjek dan Objek Lapangan

Berbeda dengan eksperimen, penelitian ini mengandalkan pendekatan
penelitian kualitatif, yang didefinisikan sebagai penelitian di mana peneliti sendiri
berfungsi sebagai alat pengumpulan data primer (Maulida, 2022). Penelitian ini
berfokus pada masukan dari mereka yang memiliki pengetahuan tentang masalah
yang dihadapi oleh organisasi. Pembimbing pendamping pemagangan MBKM,
serta informasi tambahan, terutama dalam bentuk data, menjadi subjek dari

informasi yang disajikan.
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Objek penelitian ini Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

5.3 Data dan Metode Pengumpulan Data
5.3.1 Sumber Data

Permasalahan yang dibahas dalam laporan kegiatan magang akan dianalisis
dengan menggunakan data yang dikumpulkan terkait dengan isu-isu yang ada di
lokasi magang. Data yang digunakan di sini bersifat sekunder yaitu data realisasi
pendapatan, anggaran pendapatn, realisasi belanja daerah, realisasi pendapatan
daerah, pendapatan asli daerah, total pendapatan, pendapatan tahun sebelumnya dan

pendapatan tahun selanjutnya.

5.3.2 Metode Pengumpulan Data

Laporan magang ini mencakup wawancara dan dokumen tertulis sebagai
sumber informasi utama. Wawancara ini merupakan percakapan tatap muka dimana
peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan dan responden atau informan
atau sumber data memberikan jawaban. \Wawancara mendalam dilakukan oleh
penulis yang berperan sebagai narasumber. Informasi tambahan yang digunakan
untuk menyusun laporan magang ini berasal dari catatan resmi. Yang dimaksud
dengan ‘“dokumentasi” adalah proses pengumpulan data dari catatan-catatan
tertulis, tergambar, atau monumental tentang kejadian-kejadian sejarah yang

digunakan sebagai sumber penelitian.

5.4 Analisis Data
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Yang dimaksud dengan ‘“analisis data” adalah proses mencari dan
menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkategorikan data, mendeskripsikan
data menjadi satuan-satuan, mensintesis data, menyusun data menjadi pola,
memilih data mana yang paling penting. , dan menarik kesimpulan dari data dengan
cara yang mudah dipahami oleh analis dan audiens. Data penelitian ini akan
dianalisis dengan menghitung rasio keuangan daerah berdasarkan analisis tren

berbasis persentase.

5.4.1 Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pengambilan dan pemilihan detail mana
yang akan disorot. Untuk mengetahui permasalahan Kinerja keuangan daerah,
penelitian ini akan menggunakan strategi reduksi data berdasarkan informasi yang
diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber primer lainnya. Penelitian
ini menggunakan metode penentuan rasio keuangan daerah yakni Rasio Evektifitas,

Rasio Evesiensi, rasio Aktivitas, Rasio kemandirian dan Rasio Pertumbuhan.

1. Rasio Efektivitas
Rumus perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten
lamongan beserta kriteria dalam perhitungannya

Realisasi pendapatan

Rasio Efektivitas= x 100%
Anggaran pendapatan

Presentase Kinerja Keuangan Kriteria

Di atas 100% Sangat Efektif
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90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif
60%-80 Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif

Sumber :Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam dalam Susanto
(2014) (Susanto, 2019)

2. Rasio Efesiensi
Berikut ini yakni perhitungan dan kriteria dalam perhitunagan Rasio
Efesiensi keuangan daerah Kabupaten Lamongan

Rasio Gfesiensie Realisasi Belanja Daerah 100%
WS E Realisasi Pendapatan Daerah X °

Presentase Kinerja Keuangan Kriteria
Di atas 100% Tidak Efesien
90%-100% Kurang Efesien
80%-90% Cukup Efesien

60%-80 Efesien
Kurang dari 60% Sangat Efesien

Sumber :Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam dalam Susanto
(2014) (Susanto, 2019)

3. Rasio Kemandirian
Berikut ini yakni rumus Rasio Kemandirian daerah kabupaten

Lamongan beserta kriterianya

) . Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian= x 100%
Total pendapatan
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Presentase PAD Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00 Sangat Kurang
10,00-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Baik
40,01-50,00 Cukup

Kurang dari 50,00 Sangat Baik

Sumber :Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam dalam Susanto

(2014) (Susanto, 2019)

4. Rasio Aktivitas

Berikut rumus beserta kriteria dalam perhitungan Rasio Aktivitas

keuangan daerah Kabupaten Lamongan

Total Belanja Oprasional

R 3 00%
U T tal belanja Daerah ’
m Total Belanja Modal 1000,
UUS Total Belanja Daerah °
Presentase Kinerja Keuangan Kriteria
0 - 50% Tidak Baik
50% - 100% Baik

Sumber : (Zuhri & Soleh, 2016)

5. Rasio Pertumbuhan

Berikut ini rumus perhitungan rasio pertumbuhan keuangan daerah

Kabupaten Lamongan
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R Pendapatan Tahun t-Pendapatan Tahun (t-1) 100%
Hmus Pendapatan Tahun (t-1) °

Selanjutnya akan dilaksanakan analisis dan pembahasan mengenai
perhitungan rasio keuangan daerah Kabupaten Lamongan dan hasil perhitungan
data analisis perhitungan tersebut akan di jelaskan dalam bentuk tabel supaya dapat

di pahami dengan mudabh.

5.4.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yakni penyajian data. Dalam
penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi ringkas.
Informasi berupa persentase dapat diperoleh dari data setelah diolah dengan
perhitungan rasio keuangan daerah dan perhitungan analisis kecenderungan.
Temuan-temuan tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel, dilengkapi
dengan penjelasan yang lebih deskriptif untuk membantu pemahaman. Penyajian
data penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti mengenal dan

menggunakan data lapangan.

5.4.3 Penarikan kesimpulan

Membuat kesimpulan atau melakukan verifikasi adalah tahap ketiga dari
analisis data. Temuan awal ini bersifat sementara dan dapat direvisi jika
pengumpulan data tambahan tidak didukung oleh informasi yang tersedia.
Kesimpulan data memberikan solusi atas pernyataan masalah yang diajukan di

awal, dan itu dilakukan dalam bentuk deskripsi atau deskripsi tentang hal yang
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diteliti. Dalam analisis ini, peneliti menarik kesimpulan dengan membandingkan

Kinerja keuangan berbagai pemerintah kota.

UNISSULA
Aezllul/| ERblelyizela




BAB VI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mendapatkan wawasan
tentang masalah dan peluang yang disorot dalam laporan keuangan. Sementara
analisis rasio telah diterapkan di beberapa perusahaan swasta, penerapannya di
sektor publik, khususnya terkait APBD, masih terbatas.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat
dievaluasi, seperti dikemukakan oleh Supaptro (2011), melalui pemeriksaan rasio

APBD vyang telah ditetapkan (Novianti et al., 2018)

Namun demikian, penyelenggaraan keuangan daerah yang terbuka, jujur,
demokratis, efisien, dan bertanggung jawab memerlukan analisis rasio APBD.
Berikut ini adalah contoh rasio yang berguna: Rasio Efektivitas PAD, Rasio
Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah

1. Rasio Efektifitas
Ketika membandingkan PAD yang diantisipasi dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potensi pendapatan daerah, rasio efektivitas
menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai
PAD. Daerah efisien adalah daerah yang memiliki rasio pencapaian paling
sedikit 1 (satu) atau 100% yang menunjukkan berhasil menyelesaikan tugas

yang diberikan.
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sebagi berikut.

2017

2018

2019

2020

2021

Rasio Efekiivitase F22-20006387682
As10 B IVIaS ™ 4 36.519.037.265,60 ’

=98,32%

Rasio Efektivingee 2111841861499
asio BACRUVILAST 471.567.901.740,00 ~ ~ = °

=51,13%

Rucio Efekiivies 1200282316386
- U EhRD3 Y oy ’

=91,26%

Rasio Efekiiviiase 81759-328.98851
as10 B UVIaS ™ 483.583.044.116,57 ’

= 99,62%

Rasio Efekiivitase 004387635.067,78
as10 pIekuvitas= 477998311040’003( 0

= 126,48%
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Perhitungan rasio efektivitas Pemerintahan Kabupaten lamongan adalah
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Tahun | Realisasi Pendapatan(pad) | Anggaran Pendapatan(pad) | Presentase (%)
2017 429.200.063.876,82 436.519.037.265,60 98,32
2018 241.118.418.614,99 471.567.901.740,00 51,13
2019 472.002.823.163,86 517.168.711.905,00 91,26
2020 481.759.328.988,51 483.583.044.116,57 99,62
2021 604.587.635.067,78 477.998.311.040,00 126,48

Tabel 6. 1 Rasio Efektivitas

Tabel diatas menunjukan perkembangan rasio efektivtas kabupaten
Lamongan yang di tunjukan tabel di atas dengan hasil rata-rata 93,36%

selama kurang waktu selam 5 tahun anggaran.

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Lamongan yakni
tepatnya diawali pada tahun 2017 rasio efektivitas yakni 98,32% dan pada
tahun 2018 menurun jadi 51,13% pada tahun ini pemerintahan kabupaten
lamongan yang memiliki anggaran (PAD) 471.567.901.740,00 dan haya
terealisasi sebesar 241.118.418.614,99 maka dari itu tingkat rasio
efektivitas keuangan daerah kabupaten lamongan tergolong tidak efektiv di
tahun 2018 ini dikarenakan realisasinya hasil pajak daerah sebesar
68.773.191.929,18 dan retribusi daerah sebesar 7.068.167.993,00 sangatlah
kecil dibandingkan untuk anggaranya hasil pajak daerah sebesar
157.275.812.000,00 sedangkan hasil retribusi  daerah  sebesar
17.132.670.212,00. kemudian pada tahun kemudian pada tahun 2019
sebesar 91,26% untuk tahun ini realisasi pendapatan sebesar
472.002.823.163,86  kemudian  anggaran  pendapatan  sebesar

517.168.711.905,00 sehingga hampir seimbang maka dari itu rasio
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efektivitas keuangan daerah tergolong efektiv karena hasil pajak dan
retribusi daerah hampr mencapi tarjet yang dianggarkan karena untuk
menilai efektifitas di lihat juga dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
Mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 menjadi 99,62% yang
memiliki anggaran 483.585.044.116,57 untuk realisasinya sebesar
481.759.328.988,51 dimana realisasinya hamper sma dengan anggaran yang
di tentukan dan pada tahun 2021 sebesar 126,48% ditahun 2021 ini memiliki
kriteria efektivitas sangat efektiv dikarenakan memiliki realisasi yang
melonjak tinggi sebesar 604.587.635.067,78 di bandingkan dengan
anggrannya Yyaitu sebesar 477.998.311.40,00. Dalam analisis rasio
efektivitas, secara umum dapat diterima bahwa kemampuan suatu daerah
untuk melaksanakan tanggung jawabnya dianggap efektif apabila rasio yang
diperoleh paling sedikit 1 (satu) dan paling tinggi 100 (seratus) persen.

Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin mampu area tersebut.

Pemerintah daerah dalam APBD mahir dalam mengelola rencana
dan merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah, yang berkontribusi
pada konsistensi rasio efisiensi ini. Penerimaan yang diperoleh pemerintah

daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah masih jauh dari proyeksi.

2. Rasio Efesiensi

Rasio efisiensi yang diperoleh pemerintah dapat dibandingkan dengan rasio
efektivitas untuk menghasilkan nilai relatif. Rasio efisiensi mengevaluasi seberapa

baik laba menutupi biaya operasi.



2017

2018

2019

2020

2021

Rasio Bfosion, 2729:589.182.635,60
as10 L esIensI= o 042.671.04482 ~ 07

= 100,49%

Rasio Bfes . 1.372.912.129.776,00 100%
asio eswn51—1_665_458_244.482,99X ’

=82,43

oo Bl 2-302.768392.919,60
As10 AeS SIS g 1 406.711.416,86 1

=80,38%

B\ oo ror i 2nE L T
) (BT SR TRy (o

=99,46%

Rosio Bfogion, 2871:007.882.80156
as1o L esIensI= 5 e 019.936.520,51 ~ V7

=96,50%
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Tahun

Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah

Presentase (%)
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2017 2.729.589.182.635,60 2.716.042.671.044,82 100,49
2018 1.372.912.129.776,00 1.665.458.244.482,99 82,43
2019 2.302.768.392.919,60 2.864.496.711.416,86 80,38
2020 2.823.137.926.114,77 2.838.279.209.371,51 99,46
2021 2.871.007.882.801,56 2.975.019.936.520,51 96,50

Tabel 6. 2 Tabel Rasio Efisiensi

Berdasarkan tabel berikut menunjukan rasio efisiensi pada tahun
2017 sampai tahun 2021 berada ditingkat rata-rata 91,85 untnk rincian
sebagai berikut. Untuk di tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 100,49% hal
tersebut belum dikatakan tidak efesien karena di tahun 2017 output
memiliki nilai yang tinggi sebesar 2.729.589.182.635,60 dibandingkan nilai
inputnya sebesar 2.716.042.671.044,82, untuk tahun 2018 sebesar 82,43%
nilai tersebut dalam kriteria dikatakan cukup efesien dibandingkan ditahun
2017 dimana tahun 2018 memiliki output sebesar 1.372.912.129.776,00
sendangkan inputnya sebesar 1.665.458.224.482,99 untuk selanjutnya di
tahun 2019 sebesar 80,38% hal tersebut memiliki kriteria cukup dalam
menilai sebuah efesiensi karena input pada saat itu dari pemerintah daerah
kabupaten lamongan memiliki nilai sebesar 2.864.496.711.416,82 lebih
besar sedikit dari output sebesar 2.302.768.392.919,60, untuk tahun 2020
sebesar 99,46% di dalam kriteria dikatakan masih kurang efesien karena
masih memiliki realisasi belanja sebesar 2.823.137.926.114,77 adapun
untuk realisasi pendapatannya sebesar 2.838.279.209.371,51 dan untuk

tahun terakir di tahun 2021 sebesar 96,50% dimana tahun ini memiliki
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realisasi belanja sebesar 2.871.007.882.801.56 yang memiliki nilai tertinggi

dari tahun-tahun sebelumnya.

Data berikut merupakan rasio efisiensi pemerintah kabupaten
Lamongan tahun 2017-2021 yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut
kurang efisien dibandingkan dengan rata-rata nasional. Keberhasilan yang
diukur dalam persentase menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten
Lamongan belum mempraktekkan tingkat efisiensi yang ideal dalam
pengelolaan sumber daya keuangan daerahnya, terlihat dari porsi
pendapatan PAD yang lebih besar dibandingkan penerimaannya.

3. Rasio kemandirian

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah diukur dengan rasio
kemandirian keuangan daerah. Semakin besar derajat otonomi suatu masyarakat,
semakin besar pula bagian pajak dan retribusi daerahnya. Karena semakin banyak
orang di area tertentu yang ikut membayar pajak dan biaya lokal mereka secara adil,
semua orang mendapat manfaat dan kebutuhan daerah untuk bergantung pada
bantuan federal atau provinsi berkurang. Persentase otonomi fiskal yang dinikmati

oleh pemerintah daerah ditentukan.

2017

o Koo +29200.06387682
asio Remandmnan= 5 0 042.671.044,82 "

=15,80%

2018



o Ko 2HL11841861499
asio Bemandinan= = e e8.244.48299 © "

=14,47%
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2019
Rasio K dirian= 472.002.823.163,86 100%
asto AN 5 864.496.711.416,86 =~
=16,47%
2020
B - W 481.759.328.988,51 100%
asto ACManNCat™ 5 838.279.200.371,51 ©
=16,97%
2021
R RE 604.587.635.067,78 100%
S < Ao aacizaldl *
=20,32%
Tahun | Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Presentase (%)
2017 429.200.063.876,82 2.716.042.671.044,82 15,80
2018 241.118.418.614,99 1.665.458.244.482,99 14,47
2019 472.002.823.163,86 2.864.496.711.416,86 16,47
2020 481.759.328.988,51 2.838.279.209.371,51 16,97
2021 604.587.635.067,78 2.975.019.936.520,51 20,32
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Tabel 6. 3 Tabel asioKemandirian

Rata-rata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Lamongan selama
5 tahun terakhir adalah 16,80%, sehingga masuk dalam kelompok yang
lebih kecil dari grafik rasio kemandirian yang disajikan di atas. Meskipun
tumbuh, PAD masih merupakan bagian yang relatif kecil dari total
penerimaan APBD, jauh dari bagian yang dicatat oleh Bantuan Pemerintah
Provinsi/Pusat. Status ini mencerminkan ketergantungan Kabupaten
Lamongan yang terus menerus pada Pemerintah Provinsi/Pusat dan
ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan warganya secara

memadai.

Rasio Aktifitas

Rasio Aktivitas menunjukkan bagaimana pemerintah daerah harus

memprioritaskan anggaran mereka antara biaya operasional dan peningkatan

modal. Untuk tahun 2017-2021, tabel di bawah ini menjelaskan porsi belanja

pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.

1.

2017

2018

Rasio belanja oprasi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan

. o 1.619.390.905.772,10
Rasio Aktivitas = x 100%
2.729.589.182.635,60

=59,32%



2019

2020

2021

, o 891.545.397.255,00
Rasio Aktivitas= x 100%
1.372.912.129.776,00

= 64,93%

. o 1.812.335.676.455,50
Rasio Aktivitas= x 100%
2.302.768.392.919,60

=178,70%

" || 1.775.858.044.244,00
Rasio Aktivitas= x 100%
2.823.137.926.114,77

=62,90%

. = 1.911.338.698.892,07
Rasio Aktivitas= x 100%
2.871.007.882.801,56

=66,57%
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Tahun

Total Belanja Daerah Total belanja Oprasi

Presentase (%)

2017

2.729.589.182.635,60 1.619.390.905.772,10

59,32

2018

1.372.912.129.776,00 891.545.397.255,00

64,93

2019

2.302.768.392.919,60 1.812.335.676.455,50

78,70
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2020

2.823.137.926.114,77

1.775.858.044.244,00

62,90

2021

2.871.007.882.801,56

1.911.338.698.892,07

66,57

2.

2017

Tabel 6. 4 Tabel Rasio Aktivitas

Terlihat dari tabel di atas bahwa tipikal rasio kegiatan belanja
operasional BPKAD di Kabupaten Lamongan adalah 66,48% hal tersebut
memiliki kriteria baik dalam hal belanja oprasi pemerintahan kabupaten
lamongan jangka waktu kurang lebih lima tahun anggaran dan realisasi.
Dimulai pada tahun 2017 rasio sebesar 59,32% yang memiliki total
belanja daerah sebesar 1.619.390.905.772,10 pada tahun 2018 menjadi
64,93% kriteria hal tersebut baik dimana tahun 2018 memiliki total belanja
oprasi menurun dari tahun sebelumnya sebesar 891.545.397.255,00, dan
mengalami kenaikan lagi menjadi 78,70% hal tersebut dikriteriakan baik
dari angka tersebut untuk tahun 2019 dengan total belanja oprasi sebesar
1.812.335.676.455,50. pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi
62,90% dengan total belanja oprasi daerah sebesar 1.775.858.044.244,00
dan pada tahun 2021 sebesar 66,57% untuk Kriteria pada tahun ini dikatakan
baik hal tersebut memiliki total belanja sebesa 1.911.338.698.892,07 bisa
dikatan total belanja oprasi paling tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau

dalam tot tahun sebelum-sebelumnya.

Rasio belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Lamongan

- o 505.221.589.585,00
Rasio Aktivitas = x 100%
2.729.589.182.635,60




2018

2019

2020

2021

=18,50%

. o 167.948.154.390,00
Rasio Aktivitas= x 100%
1.372.912.129.776,00

=12,23%

490.432.716.464,10

x 100%
2.302.768.392.919,60

Rasio Aktivitas=

= 21,29%

. 15 325.359.777.833,41
Rasio Aktivitas= x 100%
2.823.137.926.114,77

=11,52%

. = 327.391.789.305,79
Rasio Aktivitas= x 100%
2.871.007.882.801,56

=11,40%
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Tahun

Total belanja Modal Total belanja Daerah

Presentase (%)

2017

505.221.589.585,00 2.729.589.182.635,60

18,50

2018

167.948.154.390,00 1.372.912.129.776,00

12,23
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2019 490.432.716.464,10 2.302.768.392.919,60 21,29
2020 325.359.777.833,41 2.823.137.926.114,77 11,52
2021 327.391.789.305,79 2.871.007.882.801,56 11,40

Tabel 6. 5 Tabel Rasio Aktivitas

Tren pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Rata-
rata Rasio Kegiatan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lamongan
dihitung sebesar 14,98% dari data pada tabel di atas. Setelah mencapai
18,50% di tahun 2017 dengan belanja modal 505.221 589 585,
persentasenya turun menjadi 12,23% di tahun 2018 dengan belanja modal
hanya Rp 167 948 159 390, kemudian meningkat menjadi 21,29% pada
tahun 2019 di tahun ini memiliki total belanja modal sebesar
490.432.716.464,10 untuk tahun 2020 menurun menjadi 11,52% hal ini
rasio aktivitas belanja modal tahun 2020 dikriteriakan masih belum baik
dimana memiliki belanja modal sebesar 325.359.777.833,41. Dan yang
terakhir ditahun 2021 yaitu sebesar 11,40% dimana memiliki total belanja

modal sebesar 327.391.789.305,79.

Sebagian besar aset Pemda masih diprioritaskan untuk kebutuhan
belanja operasional sebagaimana terlihat pada penjelasan dan perhitungan
tabel di atas, sehingga menghasilkan rasio belanja modal yang relatif
rendah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa biaya operasional seringkali
mewakili persentase pendapatan yang jauh lebih besar daripada belanja
modal. Tingginya proporsi dana pemerintah yang dialokasikan untuk biaya

operasional dapat ditelusuri kembali ke tingginya jumlah lembaga otonom
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dan tingginya biaya pemeliharaan tenaga kerja saat ini. Hal ini menunjukkan
bagaimana pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memilih untuk
melakukan pembelian normal dalam rangka menjalankan tanggung
jawabnya. Hal ini karena belanja modal Pemkab Lamongan masih rendah
atau belum terpenuhi karena belum ada kriteria yang jelas untuk belanja

tersebut dan Pemda masih fokus pada belanja operasional.

5. Rasio pertumbuhan

Tujuan dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah untuk mengukur
sejauh mana pemerintah daerah dapat melanjutkan bahkan memperluas tingkat
keberhasilannya dari satu. periode ke periode berikutnya tanpa mengandalkan
tambahan dana. Dengan menggunakan pertumbuhan PAD sebagai metrik, pembuat
kebijakan dapat menilai potensi daerah yang kurang terlayani; semakin tinggi
tingkat pertumbuhan, semakin besar kemungkinan bahwa pemerintah daerah akan

mampu melanjutkan keberhasilan sebelumnya dan terus berkembang.

2017

T _429.200.063.876,82—403.474.462.147,22loo(y
as1o pertumbuhan= 403.474.462.147,22 ’

=63,76%

2018

Racio sertumbu  241.118.418.614,99-429.200.063.876,82 100%
asio pertumbuhan= 429.200.063.876,82 ’
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=43,82%

2019

Rasio sertumbah _472.002.823.163,86-241.118.418.614,99IOW
as1o pertumbuhan= 241.118.418.614,99 ’

=095,75%

2020

Rasio certumbuhane (51790328 988.51-472.002.823.163,86
aslo pertumbunapzs 472.002.823.163,86 °

= 20.67%
2021
Rasio nertunfqhane 004-387:635.067,78-481.759.32898851
4310 OO 481.759.328.988 51 °
= 25.49%

Tahun PAD (t-1) PAD (1) Presentase (%)
2016/2017 | 403.474.462.147.22 429.200.063.876.82 63.76
2017/2018 | 429.200.063.876.82 241.118.418.614.99 43.82
2018/2019 | 241.118.418.614,99 472.002.823.163 86 95.75
2010/2020 | 472.002.823.163.86 481.759.328.988 51 20,67
2020/2021 | 481.759.328.988 51 604.587.635.067,78 25.49

Tabel 6. 6 Tabel Rasio Kemandirian

Analisis matematis menunjukkan bahwa pemerintah daerah

Kabupaten Lamongan tidak memiliki pertumbuhan kinerja yang sangat baik
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selama lima tahun terakhir. Hal ini karena seperti terlihat pada tabel di atas,
rasio pertumbuhannya belum konsisten tetapi berubah dari tahun ke tahun.
Kemampuan pemerintah daerah untuk menekan pengeluaran belanja rutin
dan lebih memanfaatkan uang yang diperoleh daerah untuk sektor
pembangunan yang dapat mendukung peningkatan pendapatan PAD
merupakan bukti bahwa pertumbuhan bermanfaat bagi suatu daerah. Secara
khusus, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengantisipasi peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi berbagai industri unggulan, antara
lain perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan jasa. Pemda
Kabupaten Lamongan telah berjanji dengan tegas untuk memperbaiki iklim
investasi dengan membuatnya lebih ramah dan transparan, dengan harapan

akan mendorong pelaku usaha untuk mendirikan toko disana.

Penilaian
Kriteria keuangan kabupaten lamongan
Berdasarkan rasio efektivitas, efesiensi, aktivitas, kemandirian, pertumbuhan
Tahun 2017-2021

Rasio kinerja keuangan Kriteria
Rasio efektivitas Efektif
Rasio efesiensi Kurang efesien
Rasio aktivitas belanja oprasional Baik
Rasio aktivitas belanja modal Tidak baik
Rasio kemandirian Kurang
Rasio pertumuhan Belum stabil

Tabel 6. 7 Tabel Penilaian Kriteria



56

BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai rasio
keuangan daerah pada APBD pemerintah kabupaten lamongan maka dapat

disimpulkan:

1. Efektivitas keuangan pemerintahan Kabupaten Lamongan selama kurang
waktu 5 tahun anggaran perkembangan rasio efektivtas di kabupaten
Lamongan dikategorikan evektif dengan hasil rata-rata 93,36%. Tingkat
presentasi ini dapat di gambarkan bawah keuangan daerah kaupaten
lamongan efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan daerah efektiv
berdasrkan penilaian evektifitas.

2. Berdasarkan perhitungan hasil rasio efisiensi pemerintah daerah kabupaten
Lamongan tahun anggaran 2017-2021 berada di rata-rata 91,85. Ini adalah
angka yang dianggap tidak efisien. Angka keberhasilan tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan
belum optimal, karena pemerintah daerah lebih banyak mengeluarkan dana
untuk pengumpulan PAD daripada untuk menghasilkan (output).

3. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan tahun
anggaran 2017-2021 dikategorikan masih rendah, karena memiliki rata-rata

16,80%. Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten lamongan



57

4. memiliki tinggkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah
pusat atau provinsi

5. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabuparten lamongan tahun anggaran
2017 sampai 2021 berdasrkan perhitungan rasio Aktivitas pengelolaan
keuangan daerah masih tergolong renda dari bagian rasio belanja modal
karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% dengan rata-rata 14,98.
Sedangkan untuk rasio belanja oprasional tergolong baik karena memiliki
nilai rasio diatas 50% yaitu dengan rata-rata 66,48%.

6. Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2017-2021 Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa
pertumbuhan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan selama lima
tahun terakhir tidak terlalu baik. Hal ini-dikarenakan rasio pertumbuhan
yang berubah dari tahun ke tahun. Kemampuan pemerintah daerah untuk
menekan pengeluaran belanja rutin dan lebih memanfaatkan uang yang
diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung
peningkatan pendapatan PAD merupakan bukti bahwa pertumbuhan

bermanfaat bagi suatu daerah.

Rekomendasi

Pemerintahan kabupaten lamongan sebisa mungkin terus berupaya
peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dan lebih meningkatkan lagi
pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga PAD dapat dioptimalkan

dan lebih meningkat lagi.
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Disamping itu juga pemerintahan kabupaten lamongan juga harus melihat
kinerja keuanagn daerah agar anggaran dan realisasinya bisa dilaksanakan dengan
baik. Bagi masyarakat juga harus ikutserta supaya dapat memeberikan yang terbaik
untuk daerahnya dengan melakukan pembayaran pajak agar menikatkan

prekonomian daerah.

W
UNISSULA
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BAB VIII
REFLEKSI DIRI

Selama terlaksanakan kegiatan magang MBKM yang berlangsung selama
14 februari sampati dengan 13 juni 2022 yang berada di BPKAD Kabupaten
Lamongan, kegiatan magang tersebut memberikan dampak bagi saya untuk
menjadi mengerti pada dunia kerja. Hal tersebut memberikan bekal bagi saya untuk

menjadikan yang lebih baik untuk menjalani dimasa yang akan datang.

Kegiatan magang yang memberikan bayak manfaat bagi saya dari segi
softskill dimana selama kegiatan magang saya dapat meningkatkan kemampuan
berfikir kedepan di dalam dunia kerja, adapun dari segi yang lain mampu
mengembangkan kemampuan kongnitif saya antara lain yaitu menigkatkan
pengetahuan standar oprasional kerja dalam perusahaan dan cara menerapkannya
dengan baik. selain itu kegiatan magang saya juga dapat belajar berfikir secara luas
dan juga belajar bagaimana untuk beradaptasi dengan orang baru atau lingkungan
baru yang ada di dunia kerja, bagaimna cara berkomunikasi dengan baik di dunia

kerja dan mendapatkan relasi banyak dari orang baru lain.

Kunci sukses bekerja berdasarkan pengelaman magang dalam perusahaan
dari berbagai pengalaman yang saya dapat pada saat magang, hal yang dapat
memebuat saya sukses yaitu fokus dalam apa yang di laksanakan pada saat itu,
karena dengan fokus melangkah maka dapat ber pengaruh pada perjalanan untuk

sukses, yang kedau yaitu kemauan untuk bertanya untuk mendpatkan hal yang

59
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baru yang belum pernah didapatkan dari segi apapun. Adapun selain itu terdapat
bebagai aspek lainya yang pertama yaitu attitude didalam dunia pekerjaan suatu hal
yang harus dimiliki jika ingin menjadi sukses dalam segala hal, karena dengan
attitude kita dapat memudahkan dalam mendapatkan relasi saat kerja. Yang kedua
yaitu tangung jawab, didalam melaksanankan pekerjaan dengan tanggung jawab
merupakakan hal penting untuk menjadikan kepercayaan dalam pekerjaan dan ada
beberapa hal yang dapat di didapatkan dengan bekerja secara bertanggung jawab.
Yang ketiga yaitu dengan disiplin dalam memlaksanakan kerja karena dengan
disiplin maka pekerjaan akan lebih ringangan tanpa ada penundaan. Yang keempat
motifasi kerja dalam kunci kesuksesan motifasi kerja sanggat penting karena

dengan adanya motifasi dapat meningkatkan keinginan suksesnya suatu tujuan.

Selama magang berlangsung membuat saya berencana untuk menyipakan
bekal pengembangan diri dan karir dengan baik di masa yang akan datang, bekal
dari pengembangan diri dan karir yang saya rencanakan terdiri dari beberapa aspek
antara lain ilmu pengetahuan umum yang sanggat penting bagi pengembangan diri
dan karir kaena pengeahuan umum bukan hanya untuk dunia kerja saja melainkan
menyakup semua yang ada di kehidupan saya yang akan datang nanti. Karena

dengan rencana maka nantinya akan terorganisir rapi apa yang kita impikan.
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